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GUBERNUR  BANTEN 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR 10 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN  

NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN 

JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN 

DI PROVINSI BANTEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANTEN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian biaya pelayanan 

kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan program, perlu 

diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur 

Banten Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi 

Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jaminan 

Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Provinsi 

Banten. 
  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 



- 2 - 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5256);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Masyarakat; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2007  Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Banten Nomor 7); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping 

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 

Nomor 67); 
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12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 

2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten 

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Nomor 47); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Banten Nomor 48); 

15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2013 

tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan Gratis bagi 

Pasien Tidak Mampu Pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2013 Nomor 38). 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 14 

TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN 

JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI 

PROVINSI BANTEN. 

 

Pasal 1 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 

2014 tentang  Petunjuk Teknis Pemberian Jaminan Kesehatan bagi 

Masyarakat Miskin di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Banten Nomor 57 Tahun 2015 tentang  Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 

Teknis Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Provinsi 

Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 58) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 3 

(1) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat 

miskin melalui jaminan kesehatan masyarakat miskin, meliputi 

tindakan sebagai berikut: 

a. medik rawat darurat; 

b. medik rawat jalan; 

c. medik rawat inap pada kelas III; 

d. pelayanan HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU; 

e. pelayanan bedah sentral; 

f. pemeriksaan penunjang medic diagnosis; 

g. tindakan medik dan tindakan operatif; 

h. pelayanan hemodialisa; 

i. keperawatan; 

j. kebidanan; 

k. upaya rehabilitasi medik, meliputi pelayanan rehabilitasi medik 

rawat jalan dan rawat inap; 

l. obat-obatan sesuai formularium; 

m. pemeriksaan visum et repertum; 

n. pelayanan jenazah; 

o. pelayanan ambulans; 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari 

anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan 

pengobatan atas indikasi medis yang sesuai dengan standar medis 

dan kemampuanpetugas/tenaga medis. 

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), dapat dilaksanakan oleh: 

a. RSUD Malingping; 

b. RSUD Banten; 

c. Dihapus. 

(4) Dalam keadaan memaksa (force majeur) antara lain bencana alam 

dan bencana non alam, pelayanan kesehatan pada ayat (1) dan ayat 

(2) dapat dialihkan dan ditambahkan ke Rumah Sakit lainnya sesuai 

dengan kebutuhan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama 

(PKS) antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit yang 

bersangkutan. 

(5) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus 

melakukan perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah dua huruf, yaitu huruf d dan huruf 

e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Sasaran penerima jaminan kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Masyarakat miskinbukan PBI Jaminan Kesehatan; 
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b. Masyarakat miskin bukan penerima jaminan kesehatan 

kabupaten/Kota; 

c. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam 

dan kejadian luar biasa; 

d. Orang dengan gangguan jiwa; dan 

e. Korban kekerasan. 

(2) Masyarakat miskin sebagai penerima jaminan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Memiliki SKTM; 

b. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan melampirkan 

surat keterangan dari Dinas Sosial sesuai domisili; 

c. Penghuni panti sosial dengan melampirkan surat keterangan dari 

Dinas Sosial sesuai domisili; dan/atau 

d. Penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dengan 

melampirkan surat keterangan dari Kepala Lembaga 

Permasyarakatan dan Rumah Tahanan. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 
  

Ditetapkan di Serang 
pada tanggal 20 Maret 2020  

GUBERNUR BANTEN, 
 

TTD 
 

WAHIDIN HALIM 
 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 20 Maret 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI BANTEN, 
 

TTD 
             

     AL MUKTABAR 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 11 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
TTD 

 
AGUS MINTONO, SH, M.Si 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19680805 199803 1 010 
 


